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ABSTRAK 

 
Kata Kunci: Itsbat Nikah, Melegalisasi, Putusan 

Perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan 

manusia. Dengan adanya perkawinan rumah tangga dapat di tegakkan dan di 

bina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan dalam masyarakat. 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan 1) 

Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama 

dan kepercayaannya itu, 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Kemudian Inpres No 1 Tahun 1991 tentang 

Kompilasi Hukum Islam pasal 7 menyatakan; Perkawinan hanya dapat 

dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Dalam 

hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan itsbat 

nikahnya ke Pengadilan Agama. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tata cara cara/proses isbat nikah. 

Hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam menetapkan isbat nikah, dan 

akibat hukum yang lahir setelah putusan isbat nikah sesuai dengan putusan 

nomor :3422/Pdt.G/PA.Kab Kdr. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis 

dengan pendekatan Perundang-undangan, yaitu dengan. menguraikan atau 

memaparkan, sekaligus menganalisis tentang akibat hukum perkawinan yang 

tidak dicatatkan dan Jenis penelitian yang digunakan metode penelitian hukum 

normatif atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan. 

Hasil penelitian diketahui bahwa sesuai ketentuan pasal 7 ayat (3) pasal 

Kompilasi hukum Islam, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan 

akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama, dan itsbat 

nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama, terbatas mengenai hal-hal 

yang berkenaan dengan a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian 

perceraian, b) Hilangnya akta nikah, c) Adanya keraguan tentang sah atau 

tidaknya salah satu syarat perkawinan, d) Adanya perkawinan yang terjadi 

sebelum berlakunya Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 dan e) Perkawinan 

yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan 

menurut Undang-undang nomor 1 Tahun 1974.  

Putusan nomor: 3422/Pdt.G/PA.Kab.Kdr., merupakan salah satu putusan 

yang dikeluarkan Pengadilan Agama Kediri dalam rangka melegalisasi 

perkawinan yang tidak dicatatkan, hal ini disebabkan adanya perkawinan yang 

dilakukan sebelum berlakunya Undang-undang nomor 1 Tahun 1974, sehingga 

tidak termasuk pernikahan yang batal atau dapat dibatalkan, disebabkan 

perkawinan dilakukan pada tahun 1962, dimana Undang-undang nomor 1 Tahun 

1974 belum berlaku. Akibat hukum yang lahir setelah putusan nomor: 

3422/Pdt.G/PA.Kab.Kdr. perkawinan tersebut menjadi sah dalam pandangan 

hukum islam dan Undang-undang nomor 1 Tahun 1974, pertama anak-anak 

yang dilahirkan dari perkawinan tersebut memiliki hubungan nasab dengan 

kedua orang tuanya, kedua belah pihak dapat berperkara di Pengadilan Agama, 

apabila terjadi sengketa berupa gugatan perceraian, hak asuh anak dan masalah 

waris maal waris. 


